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ABSTRAK 

 

Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak-hak konsumen 

sebagai konsumen dalam setiap transaksi jual maupun beli barang ataupun jasa sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak-hak konsumen dalam UUPK tersebut terdapat 

dalam Pasal 4. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap 

pengguna jasa angkutan udara yang mengalami keterlambatan atau delayed di Bandara 

Adisutjipto Yogyakarta dan tidak mendapatkan kompensasi ataupun informasi atas 

keterlambatan yang terjadi tersebut. Padahal pihak maskapai sebagai pelaku usaha 

wajib memberikan kedua hal berikut. Inti pokok permasalahan yang diangkat yaitu 

perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan udara yang mengalami kerugian 

akibat keterlambatan penerbangan atau delayed di Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan 

Implementasi hak konsumen yang diberikan maskapai sesuai dengan Permenhub 

Nomor 89 Tahun 2015. 

 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan 

wawancara langsung kepada penumpang selaku konsumen jasa angkutan udara yang 

mengalami delayed atau keterlambatan penerbangan dan juga wawancara langsung 

dengan pihak maskapai atau airlines selaku badan usaha angkutan udara serta 

wawancara langsung dengan pihak dari PT. Angkasa Pura 1 sebagai perwakilan dari 

Bandara Internasional Yogyakarta yang menjadi objek dari penelitian ini. Sifat 

penelitian ini yaitu menggunakan  metode yuridis-empiris yakni pelaksaan ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUPK itu sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

permasalahan dipadukan dengan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di 

lapangan.  

 

Pembahasan dan analisis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa 

perlindungan konsumen terhadap konsumen atau penumpang yang merasa dirugikan 

yaitu dapat mengadukan keluhan melalui website, LKY, kemudian BPSK dan 

peradilan. Beberapa ketentuan-ketentuan seperti mencantumkan nama, faktor 

keterlambatan, nama maskapai, lokasi kejadian, tanggal keberangkatan, rute, dan 

nomor atau email penumpang. Implementasi yang terjadi bahwa pihak maskapai atau 

airlines sudah sesuai dengan UUPK dan Permenhub sebab 21 dari 23 penumpang atau 

konsumen sudah merasa puas karena 19 dari 23 orang mendapatkan informasi atas 

keterlambatan penerbangan tersebut.  

 

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Angkutan Udara, Keterlambatan 

Penerbangan atau Delayed. 
 



vi 

 

MOTTO 

 

 

 

“Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali 

apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam” (at-takwir: 55) 

 

Nabi Muhammad shallallahu ‘ alaihi wasallam bersabda: “Seorang Mukmin 

tidak terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali.” HR. Bukhari dan 

Muslim. 

 

 

 

Sebuah kesalahan jangan dijadikan alasan untuk menyerah dan 

jangan berhenti ketika lelah, berhentilah pada saatnya selesai. Sebab 

terkadang dibutuhkan jatuh sebelum dapat bangkit dan kemudian 

terbang. 

----bukansiapasiapa---- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Transportasi tidak luput dari sejarah perkembangannya di dunia ini, 

khususnya di Indonesia itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa alat transportasi 

yaitu seperti di darat terdapat delman atau andong, sepeda, becak, becak motor, 

sepeda motor, oplet, bemo, bajaj, mobil, metromini, dan bus. Di laut ada 

perahu, sampan atau getek, dan kapal laut. Di udara hanya ada pesawat terbang 

karena yang lainnya (balon udara, gondola atau kereta gantung, paralayang) 

belum dikembangan sebagai alat transportasi hanya sebagai wahana di 

beberapa tempat wisata saja. 

Sebagian alat transportasi tersebut ada yang sebagai alat transportasi 

pribadi dan ada juga yang menjadi alat transportasi umum. Adanya 

perkembangan zaman seperti sekarang ini dan bertambahnya volume 

kendaraan menjadikan alat transportasi umum sebagai pilihan bagi masyarakat 

ketika ingin bepergian. Faktanya di lapangan alat transportasi umum yang ada 

sekarang tidak menjadikan masyarakat menjadi aman, nyaman, dan efisien 
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dalam penggunaannya.1 Banyaknya masalah yang ditemukan pada transportasi 

umum baik di darat, laut, maupun udara. Masalah tersebut yang tidak lagi 

menjadikan tranportasi umum sebagai tujuan utama bagi masyarakat selain itu 

juga adanya rasa gengsi yang menjadi masalah sifat dasar di Negeri ini. 

Masalah-masalah yang muncul pada transportasi umum di darat seperti 

macet, armada yang kurang layak, dan juga angka kriminalitas yang cukup 

tinggi. Masalah yang timbul transportasi umum di laut dan udara didominasi 

oleh keadaan cuaca. Selain itu juga manajemen waktu pada jadwal di Pelabuhan 

maupun Bandara di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari kepadatan lalu 

lintas udara maupun laut di sekitar. Seperti hal nya di kota-kota besar yang 

mengalami kepadatan penduduk serta turis asing yang sering berkunjung, 

contohnya di Yogyakarta. 

Kota Jogja yang dikenal sebagai kota pelajar menjadi tujuan banyak 

orang untuk menimba ilmu, selain itu keistimewaan yang ada di Jogja menjadi 

tujuan utama wisata, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing 

dikarenakan keeksotisan alam dan keramahan penduduk aslinya. Di 

Yogyakarta juga terdapat pangkalan TNI AU dimana langit Jogja sering 

menjadi tempat latihan para jupiter yang membuat lalu lintas langit di sekitar 

daerah satu-satunya Bandara Internasional di Jogja yaitu Bandara Adisutjipto 

                                                           
1 Fahimatul Ilyah, “Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi 

Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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menjadi padat dan ramai.2 Alasan ini membuat manajemen waktu dan jadwal 

di Bandara tersebut sering tidak sesuai atau mengalami keterlambatan (delayed) 

bagi penerbangan komersil. 

Alasan tersebut sering dijumpai juga di Bandara-bandara lain yang 

padat seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta, Ngurah Rai Bali, dan lain-

lain. Mungkin hal tersebut menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan. Kita 

telaah lagi hal seperti itu mungkin adalah hal kecil yang akan menimbulkan 

masalah besar sebab terlambatnya keberangkatan dapat menghambat segala hal 

misalnya dalam hal ekonomi.3 Contohnya ketika seorang pembisnis mengalami 

keterlambatan serta seorang pejabat negara sekalipun.  

Perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting yakni 

dalam hal ini penumpang jasa angkutan udara selaku konsumen memiliki hak 

dan maskapai sebagai pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya. Secara 

umum terdapat empat hak mendasar konsumen diantaranya adalah hak untuk 

mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk mendapatkan informasi 

(the right to be informed), hak untuk memilih (the right to choose), dan hak 

untuk didengar (the right to be heard).4 

                                                           
2 Trihadi, Sedjarah Perkembangan Angkatan Udara, (Djakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1971), 

hlm. 63. 

 
3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 16. 

 
4 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Hak konsumen lebih khusus diatur dalam Pasal 4  BAB III mengenai 

hak dan kewajiban pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Seperti pada Pasal 4 huruf h disebutkan bahwa: 

“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya.”5 

 

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha yakni maskapai 

memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya akibat kelalaian yang terjadi. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara terperinci 

masalah besarnya ganti rugi atau kompensasi yang harus diberikan kepada 

penumpang selaku konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan atau 

delayed. Keterlambatan atau delayed memiliki arti yaitu suatu jadwal 

penerbangan yang ditunda atau dimundurkan dikarenakan suatu sebab. 

Peraturan yang lebih terperinci diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penangan Keterlambatan 

Penerbangan (Delay Management) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal di Indonesia. 

Suatu penerbangan akan dikatakan delayed apabila melebihi waktu 

standar keberangkatannya, dan suatu penerbangan diakatakan on time apabila 

keberangkatannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya waktu 

keberangkatan yang tertera pada tiket menunjukan pukul 08.09 WIB namun 

                                                           
5 Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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penumpang pada pukul tersebut masih menunggu di boarding room atau sudah 

di dalam pesawat namun belum take off maka hal tersebut dapat dikatakan 

delayed.  

Berbicara soal keterlambatan, pihak maskapai mempunyai kewajiban 

atas ganti rugi sebagaimana lebih khusus lagi diatur dalam pasal 146 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berisi: 

“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena 

keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila 

pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh 

faktor cuaca dan teknis operasional”.6 

 

Terkait masalah keterlambatan ada beberapa jenis faktor terjadinya 

keterlambatan atau delayed diantaranya adalah faktor cuaca, faktor teknis 

operasional, dan lain-lain. Jika keterlambatan yang terjadi dikarenakan oleh 

faktor cuaca maka pihak maskapai wajib memberikan informasi kepada 

penumpang bahwa ada kendala cuaca, tentunya informasi tersebut diperoleh 

dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ketika faktor lain 

seperti keterlambatan pilot atau crew penerbangan tersebut maka pihak 

maskapai harus tanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang sebagai 

konsumen. 

Perlindungan konsumen jasa angkutan udara yang menjadi hak setiap 

penumpang dalam hal ini menjadi hal yang biasa saja atau wajar ketika sudah 

                                                           
6 Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 
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menjadi kebiasaan mengalami penundaan keberangkatan atau delayed. Pada 

dasarnya ketika penumpang mengalami delayed seharusnya mereka 

mendapatkan kompensasi berupa makanan dan lain-lain, akan tetapi terkadang 

ada beberapa penumpang yang tidak mengetahui dan bagi penumpang yang 

mengetahui hal tersebut menganggapnya menjadi hal yang wajar. Pelaku usaha 

dalam hal ini adalah maskapai juga terkadang melalaikan hal itu. Hak-hak 

tersebut lahir ketika adanya sebuah perikatan ataupun hubungan antara pelaku 

usaha yaitu maskapai penerbangan dengan penumpang selaku konsumen yakni 

konsumen jasa angkutan udara. 

Hak konsumen ini menjadi terlewatkan karena terdapat lemahnya posisi 

tawar konsumen terhadap pelaku usaha yang telah memiliki hubungan hukum 

ketika terjadi penundaan atau delayed yang pada dasarnya itu merupakan 

sebuah pelanggaran hak konsumen.7 Untuk itu hal-hal seperti ini menjadi 

urgensi perlindungan hak bagi penumpang angkutan udara agar haknya dapat 

terpenuhi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Berangkat dari 

pemaparan latar belakang masalah berikut, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dalam hal ini yaitu skripsi yang 

berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara 

yang Mengalami Keterlambatan atau Delayed di Bandara Adisutjipto 

Yogyakarta“. 

                                                           
7 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 7. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan menjadi beberapa pokok masalah. Permasalahan yang akan 

dibahas yaitu: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan udara 

yang dirugikan karena keterlambatan penerbangan atau delayed di Bandara 

Adisutjipto Yogyakarta? 

2. Implementasi hak konsumen yang diberikan maskapai di Bandara 

Adisutjipto Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan 

(Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal 

di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dan kegunaan penelitian diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut 

dari apa yang menjadi tujuan dalam pertanyaan pada rumusan masalah. Berikut 

tujuan beserta kegunaan penelitian ini: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memberikan pengetahuan bahwa hak-hak konsumen khususnya 

konsumen jasa angkutan udara perlu dilindungi sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 
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b. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh 

pelaku usaha yakni pihak maskapai kepada konsumen dalam hal ini 

yaitu penumpang jasa angkutan udara 

2. Kegunaan Penelitian 

Pada kegunaan di sini terdiri dari beberapa kegunaan teoritis dan 

beberapa kegunaan praktis. Kegunaan-kegunaan tersebut yaitu: 

a. Kegunaan teoritis yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumbangsih atau sumbangan pemikiran dan memberikan 

kontribusi terhadap pustaka keilmuan khususnya ilmu hukum di bidang 

perdata serta pengetahuan yang mendalam tentang perlindungan 

konsumen. Bahwa sebenarnya perlindungan konsumen itu nyata dan 

termasuk hal yang sangat penting. Kegunaan teoritis yang kedua, 

dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dalam 

membantu pemerintah agar dapat lebih mengawasi pelaku usaha yang 

lalai terhadap kewajibannya agar tidak banyak lagi konsumen yang 

dirugikan. 

b. Kegunaan praktis yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi informasi bagi pelaku usaha dalam hal ini yaitu maskapai 

penerbangan agar memenuhi hak para penumpang dan juga bagi 

konsumen yang haknya tidak dipenuhi agar dapat melapor ke instansi 

terkait supaya dapat ditindak lanjuti. Kegunaan praktis yang kedua, 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin 
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mengembangkan penelitiannya di masa yang akan datang khususnya di 

lingkungan jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pentingnya beberapa literatur dibawah ini agar dapat menghindari 

adanya penjiplakan atau plagiasi yang dilakukan penyusun dari penelitian 

sebelumnya maka dari itu penyusun melakukan penulusuran dari beberapa 

skripsi atau jurnal maupun tesis yang telah ada terkait dengan perlindungan 

konsumen terhadap pengguna jasa angkutan udara yang mengalami penundaan 

keberangkatan atau keterlambatan (delayed) dan ditemukan beberapa literatur 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji penyusun yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, skripsi Vinna Vanindia dengan judul “Perlindungan Hukum 

bagi Penumpang Angkutan Udara (Studi Kasus pada PT. Garuda Indonesia)” 

mengkaji tentang perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara 

khususnya konsumen PT. Garuda Indonesia, di sini jelas berbeda dengan 

penelitian penyusun karena objeknya dan dari sisi perlindungannya sebab pada 

skripsi di sini masih luas sifatnya. Penyusun lebih menitikberatkan pada 

masalah waktu penerbangannya. Skripsi Vina Vanindia ini lebih membahas 
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pada operasional penerbangannya akan tetapi penelitian penulis membahas 

tentang perlindungan konsumennya.8 

Kedua, tesis Ahmad Zazili dengan judul “Perlindungan Hukum 

terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional” 

membahas mengenai transportasi udara niaga berjadwal nasional dimana 

perlindungan hukum yang menjadi titik berat dalam tesis ini yang berbeda 

dengan penyusun adalah jika penyusun lebih condong kepada perlindungan 

konsumennya bukan pengaturan perlindungan hukumnya. Tesis ini juga lebih 

membahas pada kerugian dalam kegiatan transportasi udara niaga, sedangkan 

penelitian penyusun membahas kerugian pada konsumen jasa angkutan udara.9 

Ketiga, tesis Dwi Widhi Nugroho dengan judul “Perlindungan Hukum 

terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Udara dalam Hal Ganti Rugi” 

meninjau dalam hal ganti rugi berbeda dengan penelitian penyusun karena lebih 

spesifik, sebab penyusun hanya membahas perlindungan konsumen yang 

mengalami penundaan keberangkatan atau delayed dan tidak sampai dalam hal 

ganti rugi. Tesis ini lebih mengacu pada aturan dalam Undang – Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbeda dengan penelitian 

                                                           
8 Vina Vanindia, “Perlindungan Hukum bagi Penumpang Angkutan Udara (Studi Kasus pada 

P.T Garuda Indonesia)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 

2012. 

 
9 Ahmad Zazili, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga 

Berjadwal Nasional”, Tesis, Ilmu Hukum Progam Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2008. 
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penyusun yang lebih condong kepada konsumennya itu sendiri, bukan terhadap 

aturannya.10 

Keempat, jurnal dari Rahimudin dengan judul “Analisis Hubungan 

antara Keterlambatan Akibat Airport Facilities terhadap Total Flight Depart 

Pesawat Garuda Indonesia di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 

Periode Bulan Februari sampai dengan April Tahun 2014” menganalisis 

mengenai keterlambatan keberangkatan akibat pengaruh Airport Facilities 

dengan Total Flight Depart untuk maskapai Garuda Indonesia di Bandara 

Internasional Soekarno-Hatta periode bulan Februari hingga April 2014. 

Berbeda dengan penyusun karena objeknya hanya maskapai Garuda Indonesia 

dan membahas tentang operasional Bandara yang mengakibatkan penundaan 

keberangkatan bukan masalah perlindungan konsumen yang mengalami 

kerugian akibat keterlambatan keberangkatan atau delayed. Jurnal ini juga lebih 

detail mengenai faktor atau teknis yang mempengaruhi penundaan 

keberangkatan.11 

Kelima, jurnal ilmiah Agus Widodo yang berjudul “Perlindungan 

Konsumen Penumpang Pesawat Udara dan Akibat Hukum Pembatalan 

                                                           
10 Dwi Widhi Nugroho, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan 

Udara dalam Hal Ganti Rugi”, Tesis, Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Atmajaya 

Yogyakarta, 2007. 

 
11 Rahimudin, “Analisis Hubungan Antara Keterlambatan Akibat Airport Facilities terhadap 

Total Flight Depart Pesawat Garuda Indonesia Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Periode 

Bulan Februari Sampai Dengan April Tahun 2014”, Jurnal Manajemen Dirgantara Vol. 7 Desember 

2014, STTKD, Yogyakarta. 
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Penerbangan menurut Hukum Positif di Indonesia”. Membahas mengenai 

akibat hukum menurut hukum positif di Indonesia dimana terjadi pembatalan 

penerbangan. Berbeda dengan penyusun karena penyusun membahas tentang 

perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan 

penerbangan bukan pembatalan penerbangan.12 

Keenam, jurnal dari Nadiyah Nur Awalia dengan judul “Tanggung 

Gugat Pengangkut Udara terhadap Penumpang atas Keterlambatan Jadwal 

Pemberangkatan Pesawat Udara” meninjau mengenai tanggung gugat yang 

harus dilakukan oleh pengangkut dalam hal ini yaitu maskapai penerbangan 

akibat keterlambatan jadwal pemberangkatan. Keterlambatan yang terjadi 

sepanjang akibat yang ditimbulkan pengangkut diluar cuaca maupun bencana 

alam bukan dari pihak penumpang dan tanggung gugat sebatas pada apa yang 

telah ditetapkan oleh pihak pengangkut. Jelas berbeda dengan penyusun karena 

bukan lebih menekankan masalah tanggung gugat pengangkut atas 

keterlambatan jadwal namun pada pentingnya bentuk perlindungan konsumen 

yang dirugikan akibat penundaan keberangkatan atau delayed.13 

 

                                                           
12 Agus Widodo, “Perlindungan Konsumen Penumpang Pesawat Udara dan Akibat Hukum 

Pembatalan Penerbangan menurut Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Vol. 15 Maret 2015, 

Fakultas Hukum Universitas Mataram. 

 
13 Nadiyah Nur Awalia, “Tanggung Gugat Pengangkut Udara terhadap Penumpang atas 

Keterlambatan Jadwal Pemberangkatan Pesawat Udara”, Jurnal Ilmiah Vol. 8 September 2014, Fakultas 

Hukum Universitas Mataram. 
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E. Kerangka Teoretik 

1. Perikatan 

Suatu perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau 

lebih maupun dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak 

menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain harus 

memenuhi tuntutan tersebut.14 Perikatan sedikit berbeda dengan perjanjian, 

namun kedua hal tersebut saling bersinggungan dan berhubungan dimana 

perikatan adalah perbuatan hukum dua orang atau lebih di dalam lingkup 

harta kekayaan, satu pihak memiliki hak dan pihak lain mempunyai 

kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian 

maupun undang-undang, namun perjanjian adalah perbuatan hukumnya. 

Dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata diantaranya adalah perikatan yang timbul dari sebuah perjanjian, 

contohnya perjanjian jual beli. Lalu perikatan yang lahir karena undang-

undang, misalnya yaitu perkawinan. Selanjutnya yaitu perikatan yang 

muncul akibat perbuatan, contohnya perbuatan melawan hukum. 

Mengingat pada perikatan yang timbul akibat perjanjian yaitu 

contohnya pada perjanjian jual beli khususnya jual beli tiket jasa 

transportasi udara maka penumpang selaku konsumen atau pihak yang 

mendapatkan hak atas jasa transportasi dan pelaku usaha sebagai produsen 

                                                           
 14 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1. 
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yang wajib memenuhi suatu prestasi. Kegiatan pengangkutan penumpang 

memerlukan perjanjian terlebih dahulu kepada konsumen atau penumpang. 

Bentuk perjanjian tersebut yaitu berupa tiket. Menurut Pasal 1 Angka 27 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan memberikan 

pengertian tentang tiket, yaitu :  

“Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau 

bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian 

angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang 

untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara” 15 

 

2. Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen tercantum pada Pasal 1 butir 1 yaitu: 

”Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan pada konsumen.”16 Kepastian hukum untuk melindungi hak-

hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-Undang, khusus 

memberikan harapan agar para pelaku usaha tidak berlaku sewenang-

wenang dan akhirnya konsumen mempunyai hak dan kewajiban dalam 

posisi yang seimbang dengan para pelaku usaha. Konsumen merupakan hal 

terpenting dalam melakukan setiap jalannya kegiatan usaha, karena tanpa 

adanya konsumen maka usaha yang dijalankan tidak akan berhasil. Disisi 

                                                           
15 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

 
16 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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lain banyak pelaku usaha yang menganggap remeh keberadaan konsumen 

dengan mengabaikan kepentingan dan hak-haknya sebagai konsumen. 

Pengertian dari konsumen itu sendiri menurut Hornby adalah sesuatu 

(perusahaan) atau seseorang yang membeli barang atau memakai jasa dari 

para pelaku usaha. Pelaku usaha yaitu setiap orang atau perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum 

Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha.17 Selain itu, dalam 

perlindungan konsumen dikenal beberapa asas dan teori diantaranya yaitu 

sebagai berikut: 

a. Asas Manfaat. 

Untuk mengamanatkan segala usaha dan upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen wajib memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas Keadilan. 

Agar partisipasi seluruh masyarakat bisa mewujudkannya 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen 

                                                           
17 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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dan juga pelaku usaha agar memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan. 

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha serta pemerintah dalam arti materil 

maupun spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. 

Untuk memberikan semua jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan. 

e. Asas Kepastian Hukum. 

Agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen, dan juga negara yang menjamin kepastian hukum. 

f. Teori Berkontrak. 

Hubungan antara pelaku usaha selaku produsen dengan 

konsumen pada dasarnya mempunyai hubungan kontraktual. 

Hubungan kontrak tersebut berisi kewajiban dasar untuk mematuhi 

isi perjanjian penjualan, kewajiban untuk memahami sifat produk, 

menghindari misrepesentasi atau tindakan yang tidak sesuai dengan 
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kenyataan yang ada, dan menghindari penggunaan paksaan atau 

pengaruh.18 

g. The Due Care Theory. 

Teori perhatian yang semestinya mengenai kewajiban para 

pelaku usaha terhadap konsumen yang didasari pada gagasan bahwa 

konsumen dan pelaku usaha atau produsen tidak berada dalam 

kedudukan yang sama. Contohnya seperti pada hubungan antara 

pelaku jasa service motor atau mobil dengan konsumennya. 

h. The Social Cost View of the Manufacturer’s Duties. 

Teori ini adalah kelanjutan dari dua teori sebelumnya. 

Dimana teori ini menekankan pada kewajiban pelaku usaha atau 

produsen untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang 

dialami oleh konsumen akibat produk yang digunakan berupa 

barang maupun jasa. 

 

 

 

 

                                                           
18 http://cpratanto.blogspot.co.id/2012/12/perlindungan-konsumen.html (diakses pada tanggal 

18 Mei 2016 pukul 02.44 WIB) 

http://cpratanto.blogspot.co.id/2012/12/perlindungan-konsumen.html
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian berdasarkan 

obyek penelitian guna mendapatkan data terkait masalah keterlambatan atau 

delayed pada jadwal penerbangan di Bandara Internasional Adisutjipto 

Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis-empiris, pendekatan 

masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

kemudian disinggungkan dengan kaidah hukum dan fakta-fakta peristiwa yang 

terjadi pada lapangan. Pendekatan yuridis diarahkan pada ketentuan yang 

berlaku dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini yang 

menyangkut dengan dugaan keterlambatan atau delayed yang terjadi di 

lapangan dan tidak mendapatkan kompensasi seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan kemudian 

dirujuk ke Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang 

Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delayed Management) pada Badan 

Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia dimana para pelaku 
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usaha sebagai maskapai masih banyak yang melalaikan kewajibannya terkait 

kompensasi bagi penumpang selaku konsumen yang dirugikan karena 

mengalami delayed. 

3. Sumber Data dan Bahan 

Sumber data merupakan semua informasi termasuk benda nyata, 

abstrak ataupun dalam bentuk peristiwa.19 Jenis sumber data yang 

digunakan meliputi sumber data primer, sekunder, dan tersier. 

a. Sumber data primer 

Data primer yang digunakan yaitu data yang dikumpulkan secara 

langsung dari obyek yang diteliti.20 Data diperoleh dari wawancara dan 

observasi yang dilakukan terhadap penumpang transportasi udara 

selaku konsumen dan pelaku usaha yakni maskapai di Bandara 

Adisutjipto. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan 

oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai 

                                                           
19 Sukandarrumidi dan Haryanto, Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 20. 

  
20 Suparmoko, Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis), 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 67. 
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instansi.21 Bahan hukum sekunder berhubungan erat dengan bahan 

hukum primer diantaranya bahan hukum sekunder yaitu peraturan 

perundang-undangan, tesis, skripsi, jurnal dan lain-lain. 

c. Sumber data tersier 

Data tersier merupakan kumpulan atau gabungan dari data primer 

dan data sekunder seperti contohnya bibliografi, kamus hukum, dan 

internet. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara / Interview 

Interview dikenal pula sebagai wawancara, yaitu suatu proses tanya 

jawab secara lisan antara interviewer (orang yang mewawancarai) dengan 

narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan secara langsung atau 

tidak langsung (via media).22 

 

                                                           
21 Ibid, hlm.67. 

 
22 Sukandarrumidi dan Haryanto, Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 46. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan 

kepada subyek penelitian. Dokumen-dokumen dapat berupa catatan 

pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman 

kaset, rekaman video, foto dan lain-lain.23 

c. Observasi 

Proses observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan pada 

penelitian langsung atau turun ke lapangan demi memperoleh data tentang 

kegiatan jadwal penerbangan di Bandara Adisutjipto. 

5. Metode Analisis Data 

Metode ini dilakukan setelah data semua terkumpul kemudian 

dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan 

dengan cara memahami dan merangkai data sedemikian rupa secara 

sistematik sehingga data yang diperoleh termasuk data gambaran yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penyusun. 

 

 

                                                           
23 Sukandarrumudi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.101. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing 

bab terdiri dari sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci guna 

mempermudah penulis dalam menyusun dan menganalisa penelitian ini secara 

sistematis, dan bab yang satu dengan yang lain saling terkait satu sama lain 

sehingga membentuk satu rangkaian pembahasan dalam setiap bagian sub bab 

yang dicantumkan. Penyusun membuat rencana sistematika penulisan ini 

meliputi, yaitu: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang meliputi sub bab latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum hukum perlindungan 

konsumen yang meliputi definisi perlindungan konsumen, hak dan kewajiban 

pelaku usaha dan konsumen itu sendiri, relevansi antara konsumen dengan 

pelaku usaha. 

Bab ketiga, berisi tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna 

jasa penerbangan di Bandara Internasional Adisutjipto, serta wilayah penelitian 

Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta yakni mengenai sejarah berdiri 

dan fungsinya. 
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Bab keempat, menjelaskan hasil dari analisa pada penelitian yakni 

bentuk perlindungan atau upaya yang dapat dilakukan konsumen yang merasa 

dirugikan akibat penundaan keberangkatan atau delayed di Bandara Adisutjipto 

Yogyakarta. Kesesuaian antara implementasi yang diberikan di lapangan 

kepada konsumen jasa angkutan udara dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay 

Management). 

Bab kelima, adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, 

dimana kesimpulan berisi mengenai intisari dari pembahasan-pembahasan 

sebelumnya, sedangkan saran berisi tentang masukan-masukan dan juga kritik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil dari pemaparan dalam penelitian skripsi pada bab-

bab sebelumnya mengenai “Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa 

Angkutan Udara yang Mengalami Keterlambatan atau Delayed di Bandara 

Adisutjipto Yogyakarta”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan udara yang dirugikan 

karena keterlambatan penerbangan atau delayed di Bandara Adisutjipto 

Yogyakarta yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

bahwa bentuk perlindungan penumpang selaku konsumen yaitu konsumen 

jasa angkutan udara yang mengalami keterlambatan atau delayed adalah 

dengan melakukan endorse dengan maskapai lain yang tujuannya sama 

Dilakukan hal seperti itu untuk mengantisipasi apalagi terjadi delayed dan 

penumpang yang merasa rugi. Ketika merasa dirugikan, maka dapat 

mengadukan keluhan beserta sarannya terlebih dahulu melalui website 

yaitu: info151@dephub.go.id yang dilengkapi dengan data-data informasi 

seperti nama penumpang, nama airlines, tanggal dan rute keberangkatan, 

nomor penerbangan, lokasi kejadian, nomor telepon atau email yang 

diberikan kuasa, dan data lain yang mendukung. Dipastikan faktor 

mailto:info151@dephub.go.id
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delayednya karena faktor manajemen yang diantaranya yaitu 

keterlambatan pilot beserta awak kabin, catering atau jasa boga, 

penanganan di darat, menunggu penumpang, dan ketidaksiapan pesawat. 

Selain itu, jika tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan 

pihak maskapai maka penumpang dapat mengadukan keluhan kepada 

LKY, kemudian jika belum puas maka selanjutnya menuju BPSK dan 

ketika tetap belum merasa adil maka hal ini dapat diajukan kepada 

Pengadilan Negri setempat dimana terjadinya delayed. Oleh karenanya 

maka perlindungan konsumen yang diberikan telah terpenuhi sebab hak-

hak konsumen yang diperkuat oleh Undang-Undang. 

2. Total sekitar 23 konsumen terdapat hampir seluruhnya yaitu 21 orang 

sudah merasa cukup puas dan 19 orang dari 23 total yang diwawancarai 

merasa akan pemenuhan hak-haknya terutama terkait masalah informasi 

yang diberikan yang merujuk pada pemberian kompensasi dalam bentuk 

makanan dan lain-lain. Keadaan tersebut disebabkan karena pihak 

maskapai sebagai pelaku usaha telah memenuhi hak konsumen dan 

menjalankan kewajibannya serta tidak melakukan perbuatan yang 

dilarang, dan hal-hal tersebut memiliki batasan-batasan yang diatur lebih 

lanjut dalam Permenhub 89 Tahun 2015 tentang Penanganan 

Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia pada Pasal 2 sampai 6  
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B.  Saran 

   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka saran-

saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan hak 

konsumen terhadap penumpang jasa angkutan udara agar sesuai dengan 

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah 

sebagai berikut: 

1. Saran ditujukan kepada konsumen dalam hal ini adalah konsumen jasa 

angkutan udara yakni para penumpang pesawat komersial yang dari atau 

menuju Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta agar tidak pasrah 

jika terjadi delayed khususnya yang diakibatkan oleh manajemen airline, 

penumpang dapat mengklaim mengenai kompensasi apabila tidak diberikan 

atau tidak sesuai karena penumpang mempunyai hak penuh untuk 

melakukan pengaduan atau keluhan kepada airline atau maskapai dan 

diharapkan dapat mengetahui peraturan mengenai hal ini melalui Lembaran 

Negara. 

2. Saran yang ditujukan kepada para pelaku usaha dalam hal ini yaitu pihak 

maskapai atau airlines untuk lebih terbuka dalam hal informasi sebab 

informasi termasuk suatu hal yang penting. Informasi yang dilengkapi 

dengan surat resmi dari instansi terkait karena hal tersebut yang dibutuhkan 

penumpang selaku konsumen agar mendapatkan haknya dan menerima 
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keluhan dari para penumpang sebagai konsumennya serta menjelaskan 

terkait aturan mengenai delayed itu sendiri kepada penumpang. 

3. Saran ditujukan kepada pihak dari Bandar Udara Internasional Yogyakarta 

yang diwakili oleh PT. Angkasa Pura 1 agar dapat memberikan solusi 

terkait masalah yang terjadi di Bandara tersebut, karena Bandara ini sudah 

termasuk dalam Bandara yang over capacity atau diluar kapasitas dengan 

demand atau permintaan penerbangan yang terus meningkat sebab Bandara 

ini juga termasuk Enclave Civil dengan Military Base atau Landasan Udara 

militer yang berbagi dengan penerbangan komersial. Sementara solusi yang 

ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk pindah Bandara masih dalam 

proses perizinan. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara Konsumen 

1. Apakah Anda pernah mengalami keterlambatan penerbangan atau delayed ? 

2. Jika pernah, berapa lama waktu keterlambatannya? 

3. Apa alasan terjadinya keterlambatan tersebut? 

4. Apakah sebelumnya Anda mendapatkan informasi mengenai terjadinya 

keterlambatan yang Anda alami? 

5. Jika iya, darimana dan dalam bentuk apa informasi yang Anda peroleh? 

6. Apakah Anda mendapatkan kompensasi dari terjadinya keterlambatan atau 

delayed tersebut? 

7. Jika iya, dalam bentuk apa kompensasi yang Anda peroleh? 

8. Apakah Anda mengalami kerugian atas terjadinya delayed tersebut? 

9. Jika iya, kerugian seperti apa yang Anda rasakan? 

10. Apakah Anda mengetahui aturan yang terkait dengan masalah keterlambatan 

penerbangan atau delayed ? 

11. Jika mengetahui, tindakan apa yang Anda lakukan? 

12. Menurut Anda, apakah pihak pengangkut atau maskapai sudah memenuhi hak-

hak Anda sebagai konsumen jasa penerbangan? 

 

 



Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Maskapai 

 

1. Berapakah jumlah penerbangan dalam satu hari ? 

2. Apakah maskapai ini sering mengalami keterlambatan penerbangan atau 

delayed ? 

3. Faktor apa yang menjadikan seringnya keterlambatan penerbangan ? 

4. Apakah maskapai ini memberikan informasi sebelumnya apabila terjadi 

delayed ? 

5. Jika iya, informasinya dalam bentuk apa ? 

6. Apakah instansi terkait (dalam hal ini contohnya BMKG) memberikan 

pernyataan mengenai sebab yang mengakibatkan delayed ? 

7. Apakah penumpang diberikan kompensasi yang sesuai jika mengalami 

keterlambatan atau delayed ? 

8. Apakah maskapai mengalami kerugian akibat sering terjadinya delayed ? 

9. Apa yang dilakukan maskapai apabila ada penumpang yang menuntut haknya 

akibat keterlambatan penerbangan ? 

10. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen yang mengalami 

keterlambatan penerbangan atau delayed ? 

 

 



Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Bandara 

 

1. Sejak kapan bandara ini mulai beroperasi sebagai bandara komersil ? 

2. Ada berapa jumlah landasan pacu yang ada di Bandara ini ? 

3. Ada berapa jumlah maskapai yang beroperasi di Bandara ini ? 

4. Bandara ini beroperasi sejak pukul berapa hingga pukul berapa ? 

5. Apakah Bandara ini sering mengalami delayed ? 

6. Dalam 1 hari, berapa kali kira-kira Bandara ini mengalami delayed ? 

7. Faktor apa yang sering menjadi penyebab keterlambatan penerbangan ? 

8. Apakah pihak Bandara memberikan informasi sebelumnya apabila terjadi 

delayed ? 

9. Apakah pihak Bandara sering mendapatkan keluhan mengenai keterlambatan 

penerbangan dari pihak konsumen ? 

10. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen yang mengalami 

keterlambatan penerbangan atau delayed ? 

 

 

 

 

 

 



 

 Contoh bentuk kompensasi snack. 
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